SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

INFORMASI JABATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja dan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Banjarbaru tentang Informasi Jabatan pada Dinas
Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Banjarbaru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3.Undang-Undang...



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26);

8.Peraturan Daerah...



Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016
Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 37);

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016
Nomor 44);

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 73 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 73);

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun
2017 tentang Rincian Tugas Pelaksana pada
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 21);

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun
2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG INFORMASI
JABATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

4.Perangkat Daerah...



o o

10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

(3)

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
suatu susunan organisasi.

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
wewenang dan tanggung jawab serta hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara
yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan yang
melaksanakan tugas dan fungsi teknis sesuai dengan bidang
keahlian.

Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data Jabatan,
mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan
urusan jabatan (job description).

Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar
dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah
sampai dengan yang paling tinggi.

BAB II
TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

Pasal 2

Perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek
kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan
ketatalaksanaan (business prosess).

Informasi Jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam
upaya pembinaan Kelembagaan, Kepegawaian dan ketatalaksanaan.
Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan
perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran
kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan
pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

Pasal 3...



Pasal 3

Informasi Jabatan merupakan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pemegang jabatan
struktural/non struktural guna meningkatkan kinerja organisasi.

BAB III
PERUMUSAN INFORMASI JABATAN

Pasal 4
Perumusan informasi jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

a. Lampiranl : Peta Jabatan Dinas Perhubungan;dan
b. Lampiran II : Informasi Jabatan Dinas Perhubungan.
BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat berlakunya peraturan Wali Kota ini:

a. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 73), dan

b. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Rincian Tugas Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6...



Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 16 Desember 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,
TTD
SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 60



Terkait Peraturan Wali Kota
Banjarbaru Nomor 60 Tahun 2020
Tentang Informasi Jabatan Pada
Dinas Perhubungan, Informasi bisa
ditanyakan ke Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
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